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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  212/PMK.05/2019 

TENTANG 

JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA PEMERINTAH PUSAT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk menyusun dan menyajikan laporan 

keuangan pemerintah pusat sesuai dengan prinsip-

prinsip akuntansi dalam penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan, telah ditetapkan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang 

Jurnal Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat; 

b. bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan 

akuntansi dan pelaporan keuangan secara sistematis 

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan serta 

ketentuan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan 

keuangan pemerintah pusat, perlu mengatur kembali 

pedoman mengenai jurnal akuntansi pemerintahan pada 

pemerintah pusat; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Keuangan tentang Jurnal Akuntansi 

Pemerintahan pada Pemerintah Pusat 
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Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 1617) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang 

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 

Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 2137); 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 

tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JURNAL 

AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA PEMERINTAH PUSAT. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, 

pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi 

dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta 

penginterpretasian atas hasilnya. 

2. Jurnal Akuntansi Pemerintahan adalah media 

pencatatan yang menggunakan klasifikasi akun dalam 

bagan akun standar yang secara umum digunakan dalam 

penyusunan laporan keuangan pemerintah. 

3. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip 

Akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan 

menyajikan laporan keuangan pemerintah, yang 

mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas 

dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta 
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mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam 

pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang 

ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN). 

4. Bagan Akun Standar adalah daftar kodefikasi dan 

klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun 

secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan 

keuangan pemerintah. 

5. Buku Besar Akrual adalah kumpulan akun-akun yang 

digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat 

dalam Jurnal Akuntansi berdasarkan basis akrual. 

6. Buku Besar Kas adalah kumpulan akun-akun yang 

digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat 

dalam Jurnal Akuntansi berdasarkan basis kas. 

7. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna 

anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib 

menyelenggarakan Akuntansi dan menyusun laporan 

keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 

8. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri 

dari satu atau lebih Entitas Akuntansi yang menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan wajib 

menyampaikan laporan pertangggungjawaban berupa 

laporan keuangan. 

 

Pasal 2 

Peraturan Menteri ini mengatur kaidah umum Akuntansi 

untuk Jurnal Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah 

pusat dalam rangka pencatatan transaksi dan kejadian 

keuangan, serta penyusunan laporan keuangan sesuai 

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan 

Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan 

pelaporan keuangan pemerintah pusat. 
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Pasal 3 

(1) Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan pada 

pemerintah pusat menyelenggarakan Akuntansi untuk 

mencatat transaksi dan/atau kejadian keuangan. 

(2) Pencatatan transaksi dan/atau kejadian keuangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan 

Jurnal Akuntansi Pemerintahan dan Bagan Akun 

Standar. 

(3) Jurnal Akuntansi Pemerintahan dan Bagan Akun 

Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara 

sistematis diringkas untuk diikhtisarkan ke dalam Buku 

Besar Akrual dan Buku Besar Kas. 

(4) Penyelenggaraan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dan ayat (3) menghasilkan laporan keuangan 

Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai 

sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah 

pusat. 

 

Pasal 4 

(1) Kaidah umum Akuntansi untuk Jurnal Akuntansi 

Pemerintahan dalam pencatatan suatu transaksi 

dan/atau kejadian keuangan dan pengikhtisaran ke 

dalam masing-masing Buku Besar Akrual dan Buku 

Besar Kas, digolongkan berdasarkan: 

a. Jurnal anggaran; 

b. Jurnal transaksi pendapatan; 

c. Jurnal transaksi belanja; 

d. Jurnal transaksi pembiayaan; 

e. Jurnal transaksi transitoris; 

f. Jurnal penyesuaian; dan 

g. Jurnal penutup. 

(2) Kaidah umum Akuntansi untuk Jurnal Akuntansi 

Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran Modul Jurnal Akuntansi 

Pemerintahan pada Pemerintah Pusat yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.  
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Pasal 5 

Peraturan Menteri ini mulai digunakan sebagai pedoman 

dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah sesuai 

dengan ketentuan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan 

keuangan pemerintah pusat untuk periode pelaporan tahunan 

2019. 

 

Pasal 6 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Laporan 

keuangan Tahun Anggaran 2019 yang telah dan sedang 

disusun sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini 

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan 

dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 7 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal 

Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1619), dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku.  

 

Pasal 8 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta  

pada tanggal 31 Desember 2019 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

SRI MULYANI INDRAWATI 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 31 Desember 2019 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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LAMPIRAN 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 212/PMK.05/2019  
TENTANG  

JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA 
PEMERINTAH PUSAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODUL 

JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA 

PEMERINTAH PUSAT 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah sesuai 

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan sistem akuntansi dan 

pelaporan keuangan pemerintah pusat, entitas akuntansi/pelaporan 

pemerintah menyelenggarakan akuntansi yaitu proses identifikasi, 

pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan 

kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas 

hasilnya.  

Salah satu hal strategis dan kritikal untuk dapat memenuhi penyajian 

laporan keuangan pemerintah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan 

adalah pencatatan transaksi dan kejadian keuangan. Entitas 

akuntansi/pelaporan pemerintah dituntut untuk dapat mencatat transaksi 

dan kejadian keuangan secara sistematis dan komprehensif sesuai prinsip-

prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyajian laporan keuangannya, 

yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam 

pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, 

dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan 

basis yang ditetapkan dalam APBN.  

Dalam kaidah akuntansi, media penyelenggaraan akuntansi untuk 

mencatat transaksi dan kejadian keuangan adalah jurnal akuntansi. 

Pemerintah (entitas akuntansi/pelaporan pemerintah) menggunakan media 

jurnal akuntansi untuk mencatat transaksi dan kejadian keuangan 

mengikuti kaidah akuntansi yang diterima umum. Namun demikian, 

dengan memperhatikan karakteristik akuntansi pemerintahan sesuai 

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, sistem akuntansi dan pelaporan 

keuangan pemerintah pusat, kebutuhan integrasi sistem manajemen 

informasi keuangan, dan pemenuhan terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku, maka diperlukan jurnal akuntansi pemerintahan 

pada pemerintah pusat yang dapat dijadikan panduan oleh entitas 

akuntansi/pelaporan pemerintah untuk mencatat berbagai transaksi dan 

kejadian keuangan, serta membuat analisis dan interpretasi penyajian 

pencatatan tersebut. 
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Transaksi dan kejadian keuangan pemerintah pusat sangat dinamis, 

dan akan menimbulkan kesulitan dalam pencatatan akuntansinya apabila 

jurnal akuntansi pemerintahan pada pemerintah pusat diwujudkan dalam 

panduan yang detail serta dimungkinkan terdapat transaksi baru yang 

belum dipandu jurnal akuntansi detailnya. Dengan demikian jurnal 

akuntansi pemerintahan pada pemerintah pusat perlu disusun secara 

pokok panduan umum hal rumpun transaksi pemerintah pusat yang 

mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan 

finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis 

yang ditetapkan dalam APBN. 

 

B. RUANG LINGKUP 

Pengguna modul mengenai jurnal akuntansi pemerintahan pada 

pemerintah pusat ini adalah entitas akuntansi/pelaporan pemerintah 

pusat yang memperoleh alokasi APBN dan/atau mengelola aset dan 

kewajiban pemerintah pusat.  

Jurnal akuntansi pemerintahan pada pemerintah pusat dalam modul 

ini mengikuti kaidah akuntansi yang diterima umum dengan 

memperhatikan karakteristik akuntansi pemerintahan sesuai dengan 

Standar Akuntansi Pemerintahan, sistem akuntansi dan pelaporan 

keuangan pemerintah pusat, kebutuhan integrasi sistem manajemen 

informasi keuangan, dan pemenuhan terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Jurnal akuntansi pemerintahan pada pemerintah pusat dalam modul 

ini bersifat panduan umum hal rumpun transaksi pemerintah pusat yang 

mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan 

finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis 

yang ditetapkan dalam APBN. Panduan jurnal akuntansi yang merujuk 

pada bagaimana entitas akuntansi/pelaporan pemerintah menggunakan 

detail jurnal akuntansinya atas suatu transaksi dan kejadian keuangan, 

diatur lebih lanjut dalam masing-masing Peraturan Menteri Keuangan 

mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan peraturan 

turunannya. 
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C. MAKSUD 

Modul Jurnal Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah pusat 

dimaksudkan sebagai pedoman dan panduan umum yang digunakan oleh 

entitas akuntansi dan/atau pelaporan pemerintah pusat untuk memahami 

penyelenggaraan akuntansi dalam mencatat transaksi dan kejadian 

keuangan, serta secara komprehensif mampu menyusun dan 

menginterpretasikan laporan keuangan pemerintah sesuai dengan Standar 

Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan 

mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. 

 

D. TUJUAN 

Tujuan Modul Jurnal Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah pusat 

adalah: 

1.  memberikan pemahaman bagi para pemangku kepentingan terhadap 

siklus akuntansi yang diselenggarakan pemerintah, terutama kegiatan 

pencatatan transaksi dan kejadian keuangan melalui kebijakan jurnal 

akuntansi pemerintahan pada pemerintah pusat. 

2.  memberikan pedoman dan panduan umum bagi entitas akuntansi 

dan/atau pelaporan pemerintah pusat untuk mencatat transaksi dan 

kejadian keuangan dengan penggunaan kaidah umum jurnal akuntansi 

yang tepat guna menyajikan laporan keuangan sesuai Standar 

Akuntansi Pemerintahan. 

 

E. SISTEMATIKA 

Modul Jurnal Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat 

disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN  

Bab I meliputi pembahasan mengenai latar belakang, ruang 

lingkup, maksud, tujuan, sistematika, dan singkatan. 

BAB II GAMBARAN UMUM JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN 

PADA PEMERINTAH PUSAT 

Bab II meliputi pembahasan mengenai definisi dan hubungan 

jurnal akuntansi pemerintahan dalam siklus akuntansi pada 
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pemerintah pusat; karakteristik jurnal akuntansi 

pemerintahan pada pemerintah pusat; penggunaan jurnal 

akuntansi pemerintahan pada pemerintah pusat; dan 

hubungan entitas akuntansi/pelaporan dan Kuasa BUN dalam 

penggunaan jurnal akuntansi pemerintahan pada pemerintah 

pusat. 

BAB III JURNAL ANGGARAN 

Bab III meliputi pembahasan mengenai: penggunaan jurnal 

anggaran; jurnal anggaran untuk APBN dan/atau APBN-P; 

jurnal anggaran untuk DIPA; dan jurnal anggaran untuk 

komitmen belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan. 

BAB IV JURNAL TRANSAKSI PENDAPATAN 

Bab IV meliputi pembahasan mengenai: penggunaan jurnal 

transaksi pendapatan; jurnal akuntansi transaksi pendapatan; 

jurnal akuntansi pengesahan pendapatan; dan jurnal 

akuntansi penyesuaian pendapatan. 

BAB V JURNAL TRANSAKSI BELANJA 

Bab V meliputi pembahasan mengenai: penggunaan jurnal 

transaksi belanja; jurnal akuntansi transaksi belanja tunai 

yang bersifat expendables melalui pembayaran langsung; 

jurnal akuntansi transaksi belanja tunai yang menambah aset 

BMN intrakomtabel melalui pembayaran langsung; jurnal 

akuntansi transaksi belanja tunai melalui pembayaran uang 

persediaan bendahara pengeluaran; jurnal akuntansi transaksi 

pengesahan belanja yang dibiayai dari hibah langsung; jurnal 

akuntansi transaksi pengesahan belanja BLU; dan jurnal 

akuntansi penyesuaian sehubungan transaksi belanja. 

BAB VI JURNAL TRANSAKSI PEMBIAYAAN 

Bab VI meliputi pembahasan mengenai: penggunaan jurnal 

transaksi pembiayaan; jurnal penerimaan pembiayaan; dan 

jurnal pengeluaran pembiayaan. 

BAB VII JURNAL TRANSAKSI TRANSITORIS 

Bab VII meliputi pembahasan mengenai: penggunaan jurnal 

transaksi transitoris; jurnal akuntansi transaksi uang 
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persediaan sebagai uang muka kerja bendahara pengeluaran 

atas alokasi anggaran belanja dana rupiah murni; jurnal 

akuntansi transaksi PFK yang melibatkan rekening kas 

negara; jurnal akuntansi transitoris kiriman uang pada 

rekening kas negara; jurnal akuntansi transitoris yang 

menggunakan rekening kas negara dan menimbulkan 

pengakuan kewajiban; dan jurnal akuntansi transitoris 

sehubungan aktivitas Kuasa BUN dalam penggunaan kas di 

rekening kas negara untuk optimalisasi pengelolaan kas Kuasa 

BUN. 

BAB VIII 

 

 

JURNAL PENYESUAIAN 

Bab VIII meliputi pembahasan mengenai: penggunaan jurnal 

penyesuaian; jurnal akuntansi penyesuaian untuk transaksi 

pendapatan deferal; jurnal akuntansi penyesuaian untuk 

transaksi beban deferal; jurnal akuntansi penyesuaian untuk 

transaksi pendapatan akrual; jurnal akuntansi penyesuaian 

untuk transaksi beban akrual; jurnal akuntansi penyesuaian 

nilai aset setelah pengakuan; jurnal akuntansi penyesuaian 

nilai kewajiban setelah pengakuan; jurnal akuntansi 

penyesuaian ekuitas; dan jurnal akuntansi penyesuaian 

lainnya. 

BAB IX JURNAL PENUTUP 

Bab IX meliputi pembahasan mengenai: penggunaan jurnal 

penutup; jurnal akuntansi penutup pendapatan – LRA; jurnal 

akuntansi penutup pendapatan – LO; jurnal akuntansi 

penutup belanja dan transfer ke daerah dan dana desa – LRA; 

jurnal akuntansi penutup beban – LO; jurnal akuntansi 

penutup penerimaan pembiayaan – LRA; jurnal akuntansi 

penutup pengeluaran pembiayaan – LRA; Jurnal akuntansi 

penutup surplus/defisit LRA; jurnal akuntansi penutup 

surplus/defisit LO; dan jurnal akuntansi penutup transaksi 

transitoris. 
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F. SINGKATAN 

Singkatan yang digunakan dalam Modul ini mempunyai kepanjangan 

sebagai berikut: 

APBN = Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

APBN-P = Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 

BAS = Bagan Akun Standar 

BA BUN = Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara 

BLU = Badan Layanan Umum 

BMN = Barang Milik Negara 

BP = Bendahara Pengeluaran 

BPYBDS = Barang/bantuan pemerintah yang belum ditentukan 

statusnya 

BUN = Bendahara Umum Negara 

CaLK = Catatan atas Laporan Keuangan 

Db = Debit 

DIPA = Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 

Ket = Keterangan 

K/L = Kementerian Negara/Lembaga 

KPPN = Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 

Kr = Kredit 

LAK = Laporan Arus Kas 

LO = Laporan Operasional 

LPE = Laporan Perubahan Ekuitas 

LRA = Laporan Realisasi Anggaran 

LPSAL = Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

NRC = Neraca 

PFK = Perhitungan Fihak Ketiga 

PMN = Penyertaan Modal Negara 

PNBP = Pendapatan Negara Bukan Pajak 

SAL = Saldo Anggaran Lebih 

SAPP = Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 

Pusat 

SAP = Standar Akuntansi Pemerintahan 

Satker = Satuan Kerja 

SBN = Surat Berharga Negara 
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SiLPA = Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

SPM =  Surat Perintah Membayar 

SP2D = Surat Perintah Pencairan Dana 

TAB = Tahun Anggaran Berjalan 

TAYL = Tahun Anggaran Yang Lalu 

TGR = Tuntutan Ganti Rugi 

TP = Tuntutan Perbendaharaan 
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